Menimbang :

Mengingat

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTARG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEENIS
SEKOLAHK DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomer 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelalsana Teknis
Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan;

L.

Undang-Undang MNomor 29 , Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 0 di
Sulawes{ (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1959 Noemor 74, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik [ndonesia Nomor 18232},
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran MNegara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4301);
Undang-Undang Nemor 14 Tahun 20035
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru  (Lembaran Negara FRepublik
Indenesia Tahun 2008 Nomor <194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941},

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang = Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan -Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523%);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lemmbaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor &,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5494},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagajimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuno 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor SE87T: i




Menetapkan

11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomer 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan [Berita WWegara Republik
[ndonesia Tahun 2016 Nomor 1498

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomer 451);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Neperi
Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nemor 479);

14, Peraturan Daerah Kabupsaten Bpone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranghkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6j;

15, Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kega Dinas Pendidikan
(Berita Daersh Kabupaten Bone Tahun 2016
MNomor 60);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah FANE
memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.




3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone,

4. Bupati adalah Bupati Bone.

5. Qekretaris Daeral adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bone.

6. Peraturan Bupat adalah Peraturan Bupati Bone.

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone,

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan -
Kabupaten Bone.

&. Unit Pelaksana Teknis yvang selanjutnya disingkat
UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidilkan Kabupaten Bone.

10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar
Negeri parla Dinas Pendidikan Kabupaten Bone,

12, Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok
Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri
pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone,

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Neger
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang
melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi
berdasarkan p&rai:uran perundang-undangen.

BAR II
FEMEBEENTUKAN DAN KEDUDUEKAN

-Pasal 2

(1] Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UFPT
Selkolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.

(2] UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAE III
SUSUNAN ORGANISASI

Paszal 3

{1) Susunan Crganisasi UPT, terdiri dari;
a. kepala UPT sekelah;
bh. kelompok jabatan fungsional/gury;




i2)

(1)

(2)

(3]

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1), tercantum pada lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,

_ BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

4 Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT
Pasal 4

Kepala UPT mempunyal tugas membantu

Kepala [Ihnas dalam mengoordinasikandan

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan

Sekolah Dasar Negeri.

Kepala UPT dalam melaksanakan  tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunyai

fungsi

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan telknis pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri; )

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

d, pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi ;

8. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas:

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas,

C. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT
untuk mengetahul petkembanzan
pelaksanaan tugas; i

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas:

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang

tugasnya,;




merumuskan dan melaksanakan kebijakan
program, Keuangsn, umum, perlengkapan,
kepegawaian, dalam lingkungan UFT;
mengoordinasilan dan melaksanakan
kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri; .
. mengoordinasikan dan melaksanakean
pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Neger:;

1.- mengoordinasikan pelaksanaan Proses

kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan gury, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta
membina hubungan kerjasama dan peran
serta masyarakat;

mengoordinasikan dan merumuskan
kebijakan terkait pelaksanaan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;

- mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan administrasi dan proses
kegiatan helaljar'mengajar;

. mengoordinasikan dan menata administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan,
‘ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
Sarana dan prasarans pendukung
penyelenggaraan pendidikan;
mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan
kegintan ekstralurikuler;

. mengoordinasikan  pelaksanasn  keglatan
kerjasama dengan instansi terkait dan
masyvarakat:

mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan
kematan dan bimbingan di luar jam atkolah:
mengoordinasilkan dan melaksanakan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis pengelolaan Seknlah Dasar
Negeri;

melaksanakan koordinasi  dan konsultasi
dengan lembaga pemerintah dan lembaga non




(4

(1)

(]

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi UFT;

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
sesual  ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Kepala UPT dan memberikan  saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebljakan;

v, mengoordinasikan dan melalkukan pelayanan
ketarausahaan, administrasi umum,
Kepegawaian dan keuangan; dan

w, melaksanalkan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan sesual dengan bidang
LUgasnys.

Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan hungsi

sehbagaimana diatur dalam ayat (2] dan ayat (3)

juga melaksanakan tugas dan fungsi vang

berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau
dapat menugaskan pejabat fungsional guru acau
tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan
urtiaan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri,

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional

{Guru)

Pusal 5
Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT
melaksanakan  Kegiatan  Pembelajaran  dan
pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Curu dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi ;

a. melaksanalkan peEnyusunan program
pengajaran;

b. melaksanakan penvajian program pengajaran;

¢, melaksanalkan evaluasi belajar;

d. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;

€. menyusun dan angeva]uasi proses dan hasil

belajar;




{1

(2

(3}

(4]

(3]

(B)

f inembimbing siswa dalam kegiatan ekstra
kurilouler;

gz. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang
menjadi tanggung jawabnya;

h. melaksanalkan pengembangan diri;

i, mmembimbing siswa dalam ekstrakurikuler;

j. sebagal pengawas ujian penilaian  evaluasi
terhadap proses dan hasil belgjar tingkat
sekolah,

k, membanty kepala UPT dalam pelaksanaan
administrasi UFT; dan

. pelaksanaan fungsi’lain yang diberikan oieh
Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAE V
TATA KERJA

Pasal &

Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan
Fugsional/guru dan seluruh persemil dalam UPT
melaksanakan tupas dan fungsi sesual dengan
Lketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi serta efeltifitas dan
efisiensi,

Kepala UPT melaksanakan system pengendalian
internal di ingkungan organisasinya.

Kepala UPT Dbertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarabian serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan, 2
Kepala UPT dalam melaksanakan tugas,
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Satuan Organisasi di bawahnva.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnva
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan
oleh Kepala [Mnas sesual dengan letentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Kepala UFT, Wakil HKepala Selolah/Satuan
Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan
seluruh personil dalam. lingkungan UPT wajib




mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan atau
sesual kebutuhan secara tepat waktu Lkepada
atzsan masing-masing.

(7} Setiap laporan- yang diterima sebhagaimana
dirnksud pada ayat (6], diolah dan digunakan oleh
pimpinan  sebagai  bahan  perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis UPT.

(8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya,
melakukan pENZAWASAN, pernantauan,
p'::ngendajian,- dan evaluasi, serta melaksanakan
rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesual
kebutuhan.

(9] Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja
sama dengan instansi pemerintah/$wasta terkait,
dalam ranghka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT,

: BAB V1
PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
' JABATAN
Pasal T
(1] Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesual dengan ketentuan perafuran
perundang-undangan.
(2] Jabatan Fungsienal /Guru dianglkat clan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Megeri
Sipil wang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangar.

BAE VII
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
Pasal 8
(1} Untuk  melaksanakan  koordinasi  layanan

administrasi pada satuan pendidikan dapat
membentuls koordinator wilayah Kecamatan.

(2) Koordinator wilayah kecamatan -sebagaimana
dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non
struktural vang dapat dijabat oleh pejabat
pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya
gesual ketentuan peraturan pemndang—uﬁdangan.




o

BARB VIII
[ PEMBIAYAAN

i Pasal 9

Pembisyaan untulk mendukung UFT dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh
| Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidalk
mengikat sesuali dengan ketentuan peraturan '

p-:rfmd&ng—undangnn.

¥

BARE IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
i Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang:ga.l
diundangian. 2

Agar sebiap orang mengetashuinve, niemerintahlkan
pengundangen Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Diundangkan di Watampone
p&datans:gﬂl 31 .ei ?mF'






